PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

Lampiran

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2018
1 (satu)
BUPATI YAHUKIMO,

a. bahwa wuntuk menjamin tertib dan kelancaran dalam
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada
pasal 11 ayat (1), dipandang perlu menunjuk kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun
2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-
Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4684 );

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang- wundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5)

5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 123);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51355);
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5165);

15.Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 198);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan = Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

18.Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 );

19.Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun
2017 Nomor 19 );

20.Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Yahukimo  Tahun 2018 ( Berita Daerah
Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31 );

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten
Yahukimo Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Nama : ARON WANIMBO, SE, M.Si
Pangkat/Gol : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP : 19690412 199712 1 003

Jabatan : ASISTEN SEKDA BID. ADMINISTRASI

DAN UMUM
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KEDUA : Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut;

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
dan

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna
anggaran.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Kuasa

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang tetap melaksanakan
tugas sebagai Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana
dimaksud sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Selaku
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk salinan yang sah sesuai

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 14 Februari 2018

BUPATI YAHUKIMO,

Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-

UNDANGAN CAP/TTD

ABOCK BUSUP
MUSTAN

NIP.19681221200312 1005






